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BUPATI SAMBAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
OMOR I6 TAHU 2015 

fENTANO 
PEDOMAN PENGENDALLAN GRATIFTKAST 

Dr LNGKUNGAN PI ERIN'TAH KABUPATEN SAMBAS 

BUPATT SAMBAS, 

Menginga 

a. bahwa dala rangka penyelenggaraan 
pemerintaha.n yang beak, Aparatur Sipil Negara 
atau Penyelenggara Negara sbegai abdi negara 
da abdi mayaa.at dilarang tenerima hadia 
at.au uatu pemberian dari siapapun juga yang 
berhubungan dengan jabatan dan atau 
pekerjaannya; 

b. bahwa dam rangka pengendalian gratifikai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (I J 
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan fidak pidarn Korupsi 
sebegairana telah diubah dengan undang 
undang Noror 20 Tahun 200I, perlu dibentuk 
uatu pedoraen bagi aparatur dilingkungan 
Pererintah Kabupaten Sambas; 

c. bawa berdasaran pertimbangan ebagar.an.a 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mentapkan Peraturan Bupati tentang edoran 
Pengendalian Gratifilast di Lingle ungan 
peenerintah Kabup«ten Sambas. 

I. Undang - Undang Noror 27 hun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Ta.han 1953 tentang Pembentuan Daerah 
Tingkat II di Kaliran tan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor , 
fan.bah.an Lembo.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Indonesia Noror 1820; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 
korpsi,kolusi dan nepotisre (embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Noror 7S, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang iomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nmor 
40, Tanbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) scbagaimana telah diu bah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150, 

4. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantassn Tidake Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia fabun 
2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 4250); 

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 204 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 204 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republike Indonesia Noor 
5494 

6. Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan 
embaran Negara Republik Indonesia Nomnor 
5587) sbagaimana telah dua kadi diu bah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahur 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 56794 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 200.8 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Noor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890l; 

8. Peraturan peerintah Noor 3 ahun 2010 
tentang Peraturan Disiplin Pegawadi Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 51354, 

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 
peenberantasan Korupsi Jangka panjang tabun 
2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-- 
2014; 

I0. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat ur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor II Tahun 



Menetapkan 

2010 tentang kriteria dawn ukuran keberhasilan 
Reformasi Birokrasi • 

I, Peraturan Bupati Sambas Nomor 49 Tahun 
2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Sambas ( Derita Daerah Kabupaten Sambas 
Tahu 2008 Nomor 233 j; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPAT! TENTANG PEDOMAN 
PENGENDALIAN GRATIFIKAS! DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAMAS 

BA I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bu pati Sambas ini yang dimaksud dengan 

I. Daerah adalah abu paten sambas 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelengkaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerinta.h daenah dan Dewan 
erwakedlan Rakyat Dara.h menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya 
daam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Re publik 
Indonesia se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah scbagad unsur 
penyelengara Pemerintaban Daerah yang memimpin 
pelaksana.an urusan pmerintahan yang menjadi 
ewenagan daera.h otonon. 

4. epala Daerah yang selanjutnya disc but Dupati adalah 
Bu pati Sambas 

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni 
meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang 
diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma dan failitas lainnya baik yang 
diterima didalam Negeri maupun diluar Negeni yang 
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 
tan pa saraa elektronik 

6. Pengendalian Gratifikasi adala.h serangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi 
melaui peningkaan pemahaman dan kesadaran 
pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel 
sesuai peraturan perundang undangan 
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7 Pejabat / peawad adalah Pejabat / pegawai dilingkungan 
Pemerintah abu paten Sambas, yang terdiri dari Bupati, 
Wakil Bupati, Pegawad Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawad 
Negeni Sipil Daerah, Pegawad Tidake Tetap dan Pegawa 
Harian 

8. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 
UPG adalah unit kerja yang bertanggungiawab untuk 
pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 

9. Lang/barang/las~litas lainnya adala.h uang/ barang 
fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh 
pegawadi/tamu/ pemberi dalam rangka mempengaruhi 
eebijakan/ keputusan/ perlakuan permangkeu kewenangan 
dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, 
atau tang8ng jawabnya 

0. Fasilitas lainnya berbentuk hiburan adala.h segala 
sesuatu bask yang berbentuk benda, yang dinikmati baik 
bersamar-samna dengan pemberni maupun dinikmati sendiri, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada musik, film, opera, 
drama, permainan, olahraga dan wisata, serta hiburan 
yang melanggar norma kesuslaan. 

I. Penerima Gratifikasi adalah pejabat / pegawad ata 
pihak lain yang mempunyai hubungan eluarga / 
kekerabatan / sosial lainnya dengan pejabat / pegawad 

2. Pemberi adalah para piha.k bedk perscorangaan, bade. 
hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada 
penerima gratifikasi 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat sPD adalah Sekretariat, Dina.s, Bad.an dan 
Kantor dilingkurgan Pemerintah Kabupaten Sambas 

4. Komisi Pemberantasun Korupsi yang elanjutnya disingkat 
Pk adala.h lembaga Negara yang independen dengan 
tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tinda.k 
pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang 
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi 

1s. Inspektorat Kabu paten Sambas $yang selanjutnya disc but 
Inspektorat adala.h SKPD yang merupakan unsur 
pengawas penyeleng.gar aan pemerintahan Daera.h. 

16. Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya 
penerimaan atau pemberian gratifikasi. 

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adala.h Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan 
Badan. 
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18. Kedinasan adala.h seluruh aktivitas resmi pejabat / 
pegawai yang sah dalam pelaksaan tugas, fungsi dan 
jabatannya 

9. Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/atau bad.an 
hurum yang per.ah sedang diletahui berpotensi akan 
mnemiliki hubungan kerja atau scbagai mitra kerja yang 
terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi. 

20. Hadiah alalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan 
atau pun permintaan dalam bentuk uang, barang, rabat / 
diskon, komisi, pinjaman tan pa bunga, tiket perjalanan, 
faisilitas penginapan, perjalanan wisata, perjalanan 
Cuma-cuma dan fasilitas seenis lainnya. 

21. Kur% Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta 
asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari 
rata-rata kurs jual dan kurs beli ( Kurs Tengah Bbl 
la)pada hari tertentu. 

' 

BAB I 
RUANG LINGKUP 

Pad 2 

Ruang Lingkup Pedoman Pengendalian Gratifikasi meliputi 

a. Prinsip, maksud dan tujuan; 
b. Jenis dan kewajiban pelaporan gratifiasi; 
c. Unit Pengendalian Gratifikasi; 
d, pengawasan; 
e. Perlindungan pelapor gratifikasi; 
f. Saksi; darn 
g. Pembiayaan 

BAB III 
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Prinsip pengendalian Gratifikasi yaitu; 
a. setiap pejabat/pegrwad wajib menola.k dan / atau 

memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan 
jabatannya dan berlawaran dengan kewajiban atau 
gasnya. 

b. Dalam hal gratifikasi tidak dapat ditola.k, setiap 
pejabat f pegarwadi wajib melaporkan penerimaan 
gratifikasi; dan 

c. setiap pejabat / pegawai bertanggungiawab menjaga 
profesionalitas dan integritas dengan melaporkan 
penerimaan, pemberian dan f atau penolakan 
Gratifikasi. 
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Peraturan Bu pati ini dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman kepada pejabat / pegawai dalam memahami, 
mengendalikan dan mengelola Gratifikasi dilingkungan 
Pemerintah Daera.h. 

peraturan Dupati ini bertujuan ; 
a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat / 

pegawai tentang Gratifikasi 
b. Meningkatkan kepatuhan pejabat / pegawad terhadap 

ketentuan gratifikasi; 
c. Menciptalean lingkungan leerja yang transparan d.an 

aluntabet dilingkungan Pemerintah Daerah; 
d. Membangun integritas pejabat / pegawai yang bersih 

dan be bas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 
e. Meningkatkan kredibilitas dan kepertayaan pubik atas 

penyelenggaraan layanan di lingkngan pemerintal 
Daerah. 

BAB IV 
JENIS DAN KEWAJTBAN PELAPORAN GRATIFIKAST 

BAGIAN KESATU 
Jeni Penerimn Gratified 

Pl 6 
(I)ewajiban menolak gratifikasi sebagaimana dima.ksud 

dalam pasa 3 huruf a meliputi; 

a. uang / barang / faslitas / lainnya dalam rang.la 
mempengaruhi kebijakan / keputusan / perlakuan 
permangku kewenangan; 

b. uang / barang / faslit.as lainnya berapapun 
nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan 
tugas, wewenang atau taggungiarwabnya; 

c. uang / barang / farsilitas / lainnya bag pegarwaid / 
pengawas / ta.mu selama kunjungan dinas, 

d. uang / barang / fasilitas f lainnya dalam proses 
penerimaan / promosi / mutasi pejabat / pegawad; 

e. penerimaan uacg atau barang lainnya sebaga 
nglapan terimakasih dari pemberi gratifikasi 
se belum atau stela.h proses lelang atau proses 
pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tugas 
ata jabatan penerima gratifikast; 
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f. penerimaan hadiah yang diketahui atau patut 
diduga diberikan karena kewenangan yang 
berhu bungan dengan jabatan penerima gratifikasi; 

g penerimaan tidak resmi sebagai hadiah dari 
perjanjian kerjasama yang dijalin; 

h. penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, 
voucher oleh pejabat / pegawai dalam kegiatan yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya 
dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan 
dengan penugasan yang diterima 

i. penerimaan failitas transportasi, penginapan, uang 
saku, jamuan maka dan / atau fasilitas lainnya 
oleh pegawai / pejabat dalam kegiatan pelaksanaan 
gas dan kewajian dari instansi / lembag 
berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari 
instans / lembega penerima gratifkas yang tidal 
ditampung dalarm anggaran instansi / lembaga 
pemberi gratifikasi; dan 

j. penerimaan parsel / barang / uang karangan bung 
dani pejabat /pegawad atau pihak ketiga pada hari 
faya keagamaan; 

(2] Kewajiban penolakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dikecualikan dalam hal tidak diketahuinya 
proses, waktu maupun lokasi pemberian f 
penerimaannya serta tidak diketahuinya identitas dan 
ala.mat pemberi. 

() Kewajiban penolakan gratifikasi dikecualikan terhadap 
pemberian gratifikasi berdasarkan hubungan keluanga, 
adat istiadat atau budaya setempat yang meliputi; 

a. pemberian karena hubungan keluanga, yaitu 
kakek/nenek, bapeak/ibu/mertua, suami/istri, 
anak /menantu, cucu, besan, paman /bibi, 
kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; 

b. Penerimaan uang / barang yang diperoleh dart 
pejabat / pegawad atau piha.k lain yang tidak 
mempunyai hubungan keluanga terkait dengan 
hadiah perkawinan, khitanan ana.k, ulang tahun, 
kegiatan keagamaan/adat dan tradisi yang melebihi 
Rpl,000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian 
per orang 

e. Penerimaan yang diperoleh dari pihak lain terkait 
dengan musibah atau bencana yang mele bihi 
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian 
per orang 

d. Pemberian hadiah antar sesama pegawad dalam 
rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabat.an 
yang tidak dalam bentuk uang paling banyak 
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian 
per orang dengan total pemberian RpL.000.000,0O 
(satu juta rupiah) dalam waktu I (satu) tahun dari 
pemberi yang sama; dan 
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e. Pemberian sesama pejabat / pegawai yang mete bihi 
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 
pemberian per orang dengan total pemberian paling 
banyak Rp.500.000,00 (lira ratus ribu rupiah) 
dalam waktu I (satu) tabun dari pemberi yang 
sama 

(4 Kewajiban penolakan dikecualikan terhalap pemberian 
gratifikasi yang terkait kedinasan, yang meliputi 

a. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, 
jamuan makan, cenderamata dalam kegiatan yang 
terkait pelaksanaan tugas at.au kewajiban pejabat / 
pegawad pmerintah daerah dari instansi atau 
erbaga berdasarkan penujukan dan penugasan 
resmi dani instansi atau lembaga lain; 

b. Plakeat, vandal, goody bag/gimmick dari panitia 
seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau 
lembaga yang man.a keikutserta.acnnya didasarkan 
pada penunjukan aa penugasan resmi dart 
pemerintah daerah; dan atau 

e. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi 
terbuka dalam kdinasan. 

(54 Gratiflkeast yang tidak dapat ditolake sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3) wajib dilaporkan 
pada PK melalu UPG, 

(6] Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana 
diraksud pada ayat 4 wajib dilaporkan pada UPG, 

Penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan 
meliputi; 

a. keuntungan manfaat yang berlaku mum bagi 
asyarakat at.a penempa tan daa art.au keperilikan 
saham secara pribadi pejabat / pegawad; 

b. diperoleh dari acara resni kedinasan dalam bentuk 
hidangan, sajian, jamuan, berupa makanan dan 
minuman yang berlakeu umum; 

c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang 
dilakeukan secara terbuka bagi masyarakat umum dan 
diluar rangkaian kedinasan; 

d. manfaat yang berlakcu umum bagi seluruh peserta 
koperasi pegawad berdasarkan keanggotaan koperasi 
pegawai negeri; 

e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, 
seminar, lokakarya, baik yang dilakukan didalam 
mau pun diluar rang.kaian kedinasan; 

f. penerimaan hadiah baik berupa uang atau barang 
yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja 
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yang diberik.an oleh pemerinta.h sesuai dengan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku, 

g. pemberian penghargaan hasil prestasi akademik 
ma pun non akademik yang diperoleh diluar 
rangkaian kedinasan; 

h. diperoleh dari hadiah langsung/ undian, diskon 
rabat, voucer, point rewards, atau souvenir yang 
berlaku secara umum dan tidak terkait dengan 
kedinasan, 

i. diperoleh karena prestasi akademis atau non 
akademis ( kejuaraan / perlombaan / kompetisi J 

dengan biaya sendiri dan tidak terkeait dengan 
kedinasan; 

j. diperoleh dari keuntungan / bunga dari penempatan 
dana, investast atau keperilikan saham pribadi yang 
berlaku secara umum dan tidak terkait dengan 
kedinasan; 

k. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar 
kedinaan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari 
pejabat / pegawad, tidak berpotensi konflik 
epentingan dan tidak melangar kode etik pegawad, 
dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung 

l. pemberian karena hubungan keluanga, yaitu kakek 
/nenck, bapak /ibu/mertua, suami/istri, 
anak / menantu, cc, besan, paman / bibi, 
kakak/adik/ipar, seputu dan keponakan yang tidak 
meiliki konflik kepentingan; 

m. penerimaan ang / ba.rang oleh pejabat / pegaowa 
dalarm suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, 
kelahiran, aqiqah, baptis, khitan, potong ii, atau 
upacara agama / adat / tradisi lainnya paling banyak 
Rp. L.000.000,0 (satu juta rupiah ) per pemberian per 
orang; 

n. pemberian terkait dengan musiba.h atau benana yang 
dialami oleh penerima, bapak / ibu / mertua, suami / 
istni, ata anak penerima paling banyak Rp 
L.000.000,0O (satu juta rupiah ) per pemberian per 
orang; 

0. pemberian sesam.a pegaowad dalam rangka pisah 
sambut, pensiun promosi jabatan dan ulang tahun 
yang tidak dalam bentuk uan8 paling banyak 
Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) perpemberian 
per orang dengan total pemberian Rp.L.000.000,00 
(satu juta rupiah ] dalam satu tahun dari pemberi 
yang sama 

p. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, 
seminar, workshop, konferensi, pelatihan at.au 
kegiatan lain sejenis yang berlaku secara tum 
berupa seminar kit dan /atau sertifikat 

(]Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6, bukan dalam bentuk uan@, penerimaan terscbut 
dihitung berdasarkan hanga pasar pada saat pemberian 
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[2 Dalarm hal penerimaan se bagaimana dimaksud dalam 
pasad 6, dalam bentuk valuta asing, penerimaan terse but 
dihitung berdasarkan kurs tengah ±Hank Indonesia pad.a 
tang.gal penerimaan atau hari kerja terdekat pada 
tang.gal penerimaan 

Pasad 9 

Pejabat / pegawai dilarang memberikan 
sebagairman.a dimaksud dalam pasal 6 ayat 
setiap pelaksanaan tugasnya bad.k 
pejabat/pegawad dan pihake ketiga 

Pasad 10 

gratifikasi 
(I) dalam 

kepada 

Pemberian sebagimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) 
dapat diberikan at.as nama pemerintah daerah dan 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
dan sesuai dengan melanisme penatausahaan keua.ngan 
daerah yang berlaku. 

Begin etig 
Pela poran penolae gratified 

Pasad ll 

Setiap pejabat / pegawad dapat melaporkan penolakan 
gratiflkasi sec bagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (I), 
kepada UPG paling lambut 7 ( tujuh) hani kerja terhitung 
sejak tangs gratifkasi ditolak 

Pasal 12 
(1 setiap pejabat / pegawai yang melaporkan 

gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam 
dengan mengisi forulir pelaporan 
penerimaan gratifikasi, 

(2) Penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dilakukan pelaporan penolakan gratifikast atau orang 
yang mendapat kuasa tertulis dani pelapor penolakan 
gratifikasi, pada UPG paling lambat 7 ( tujuh] hari kerja 
terhitung sejak tang&a gratifikasi ditolak. 

() Laporan penolakan gratifikasi dapat dilakukan melalui 
website atau e-mail UPG dean / atau tertulis dengan 
menggunalan formulir yang ditentuan. 

(4)Laporan penolakan gratifikasi se bagaimana dimaksud 
pada ayat (l), paling kurang memuat data se bagai 
berikut: 
a, Nama dan alamat lenglap penerima dan pemberi 

gratifikasi; 
b. Jabatan pgawai negeri atau penyelenggara negara; 
c. Tempat dan waketu penolakan gratifieasi; 
d. Uraian jenis gratifikasi yang ditolak; 
e. Nilai gratifikasi yang ditolak ( jika diketahui j; dan 
f Kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi. 

penolakan 
pasal 1I, 
penolakan 
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(5) Formulir pelaporan penolakan gratifika.si se bagaiman.a 
dimaksud dalam ayat (I tercantum pada Lam piran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dai Peraturan 
Bupati ini 

Bain leespat 
Kewaiban Pela po Penerir Gratified 

l)Setiap pejabat / pegawad wajib melaporkan penerimaan 
gratifikasi sebagaimana dimak sud dalam pasal 6 ayat (2), 
ayat (3] dan ayat (41, dengan mengisi formulir pelaporan 
penerimaan gratifikasi 

(2 Penyampaian formulir pelaporan penerimaan gratifikasd 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan oleh 
penerima gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa 
tertulis dani penerima gratifikasi, dengan carat 

a. Melalui Up paling lambat 7 (tujuh) hart kerja 
terhitung sejak tanggal gratifeasi diterima; atau 

b. Melalui KPK paling lambat 30 (tiga puluh] hani kerja 
terhitung sejak tang.gal gratifikasd diterima 

(3) Penyarpaian la poran sebagaimana dimaksud ayat (2l, 
dilakukan melalui penyerahan secara langsung atau 
melalui pos, e-mail, atau website kKPK atau website UPG 
online 

(4) Laporan gratifikasi se bagaimana dimaksud pada ayat (l), 
paling kurang memuat data sebagad berikut; 

a. Nara dan alamat lengkap penerima dan pembe 
gratifikasi; 

b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggaran negara; 
c. Tempat dan waktu penolakan gratifikasi; 
d. Ura±an jenis gratifikasi yang ditolake; 
e. Nilai gratifikasi yang ditolak ( jika diketahui ]; dan 
f. Kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi. 

(54 elaporan gratifikasi se bagauimana dimaksud pada ayat 
(I], menggunakan formulir pelaporan penerimaan 
Gratifikasi yang ditetapkan oleh PK 
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BAB V 
UNIT PENGENDALAN GRATIFIKAST 

Pasal I4 

(l4 Dalam rangka melaksanakan program pengendalian 
Gratifikasi dibentuk UPG. 

[2) Sus~nan keang8otaan UPG sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (l) terdiri dari: 

a, Pembina 
b Pengarah 
c. Ketua 
d. Koordinator 
e, Sekretaris 
f. Anggota 

Bu pati / Wakl Bupati Sambas 
Sekretaris Daera.h 
[nspektur Kab.Sar bas 
lnspektur Pembantu Inspektorat 
Sekretaris Inspektorat Kab. Sambas 
Auditor / P2UPD pada Inspektorat 

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk 
sekretariat UPG yang berkedudukan di Inspektorat dan 
dipimpin oleh Selretars UP 

(4] Susnan keanggotaan UPG dan sekretariat UPG 
se bagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat [) 
ditetapkan Keputusan Bu pati. 

Pasad 15 

(l Untuk menjalankan fungi koordinasi pelaporan 
gratifkasi ketua UPG menetapkan I (satu] orang pegawad 
pada setiap SKPD atas usu lan kepala SKPD 

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawad see bagaimana 
dimaksud pada ayat (I] ditetapkan dengan Keputusan 
Ketua UPG 

Bagi led a. 
Wewesang da ewajibUPG 

Paseal I6 

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berwenang ' 
a. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat / pegawad 

dan meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan 
dalam kegiatan perilihan kategori gratifikasi kepada 
pejabat / pegawad; 

b. Meminta data dan informasi kepada SKPD /UPT atau 
unit kerja dan atau pejabat / pegawadi terkat 
pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; 

c. Memberikan usu! kepada KP berdasarkan hasil 
pemilihan laporan penerimaan gratifikasi untuk 
ditindaklanjuti penanganannya, 
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d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada 
Inspektorat dalam hal terjadi pelangsaran terhadap 
Peraturan Bu pati ini oleh Pejabat/ Pegawai; 

e. Memberikan saran dan pertimbangan penyempurnaan 
sistem, aturan, prosedur dan penghangaan terhadap 
pelapor Gratifikasi dalam rangka pengendalian 
gratifikasi kepada Bu pati Melalui Inspektorat secara 
periodik setiap tabun. 

Pasal IT 

Dalam melaksanakan tugas.nya, Up berkewaiban, 
a. Melakukan pemihihan dan menyampaikan lapora 

hasil perilihan atas laporan penerimaan dan 
penolakan gratifieai kepade PK sectiap hari kerja 
pertama di tiap minggunya, 

b. Menyampadkan laporan rekapitulasi penanganan dan 
tindak lanjut laporan penerimaan gratifkasi yang 
dike lola UPG kepada PK; 

c. Menyampailea laporan rekapitulasi penanganan da 
tindak lanut laporan penerimaan dan pemberian 
gratifkast kepada Dupati melalui Inspektorat secara 
periodike; 

d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; 
e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepad.a KPK 

dalam pelakanaan pengendalian gratifikasi; 
f Melakcukan pemanta.uan tindak lanjut atas 

pemanfaatan penerimaan gratifikast sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 ayat (2, ayat (4 dan ayat (4 j . 
' g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya 
gratifikasi dilingkngan pemerintah daerah; dan 

h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
diseminasi program pengendalian gratifikasi 

Pasal 18 

Terhadap gratifikasi sebagamana dimaksud dalam pasal 
6ayat (2, ayat (3) dan ayat (41, yang ditetapkan oleh p 
untuk dikelola pemerintah daerah, UPG dapat 
menentukan pemanfaatannya yaitu; 
a. Dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk 

keperluan penyvelenggaraan pemerintahan daerah; dan 
/ atau 

b. Disumbangkan kepada yayasan sos.ial atau lembaga 
sos~al lainnya; 

e. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; 
d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau 
e, Dirusnahkan. 
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BAB VI 
PENGAWASAN 

(l) Pejabat / pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui 
adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bu pati ini, 
agar segera melaporkan epada LPG melaui 
Sekretariat UPG 

(2) Pejabat / pegawad atau pihak ketiga yang melapor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dijamin 
kerahasiaannya 

(I)UPG melakukan pengawasan atas pelaksana.an 
pengendalian gratifikassi di SKPD / Up 

(2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagadman.a 
dimaksud ayat (l] kepada Bu pati 

BAB VII 
PEERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKAST 

Pasal 21 

(lejabat / pegawad sebagad pelapor yang pat uh 
terhadap pedoman Pengendalian Gratifikasi ini berhake 
mendapatkan perlindungan berupa 
a. Perlindungan dari tindakan balasan at.au perlakeuan 

diskriminatif dalam pembinaan kepegawadan, 
seperti penurunan jabatan, penurunan penlaian 
kinerja, usula pemindahan tugs ] mutasi atau 
hambatan karir lainnya, 

b. Pemindah tugasan / mutasi bagi pelapor dalam hal 
timbul intimidasi diingkungan kerja Pelapor 
Gratifikast; 

c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah 

() Perindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
diberikan oleh Bu pati 

[) Bupati dapat mendelegasikan perhindungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) kepada UPG, 

(4) Dalam pelaksanaan perhindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3 UPG berkoordinasi dengan 
lembega / instansi terkait 

(5) Dalam hal pelapor baik pejabat / pegawai mau pun 
piha.k ketiga mendapat ancaman terhadap kearnanan 
pribadi dan atau keluaga atau harta benda dan atau 
ancaman lain yang tidak termasuk pada ayat (), 
dapat menyampaka secara lacngsung kepada ,p 
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BAB VII 
SANKS 

Pasal 22 

Pelangsaran yang dilakukan oleh Pejabat / Pegawa 
atau pihake ketiga terhadap ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentun peraturan perundang - undangan 

Biaya yang diperlukan untuke pelaksanaan 
peraturan Bupti ini dibebank.a pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ). 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati ini mulai berlakeu pada tang9al 
diundang#an 
gar setia orang mengetahuinya, memerintahka 
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita 
Deerah Kabupaten Sar bas 

Diteta plan di Sambas 
pada targgal 8 Mei 2015 

BUPAT SAMBAS, 

TTD 

JULUARTT DJUHARDI ALWT 
Diundangkan di Sambas 
Pada targgal 8 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

1TD 
JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 16 

Safinan Scsuai n Asliny 
KEPA 

DAN PERU 

ARIANIS 
Pembina (IV /a] 

NIP 19640112 200003 1 003 
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